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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh komponen budaya terhadap
keefektifan kerjasama distribusi PHR antarpemerintah daerah di Provinsi Bali.Dalam memenuhi
tujuan tersebut, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode analisis isi dan
analisis deskriptif. Hasil studi ini menunjukkan kompompewer distanceyang rendah
ditunjukkan oleh peran provinsi sebagai fasilitator dan sistem pengambilan keputusan
desentralisasi yang dipengaruhi tidak berlakunya sistem kasta dalam dunia profesional.
Komponen kolektivisme ditunjukkan oleh tidak adanya prioritas kepentingan antardaerah
dan konflik yang dipengaruhigeanisasi sosial seperti banggmponen feminitas ditunjukkan
oleh penggunaan negosiasi dalam penyelesaian perselisihan yang dipengafirhHitah
Karana Komponernuncertainty avoidancéitunjukkan oleh pengaturan penggunaan dana
serta adanya sanksi dalam kerjasama yang dipengaruhiCalein Dresta Sedangkan
komponen orientasi jangka pendek ditunjukkan oleh tidak adanya visi serta frekuensi evaluasi
sesuai kewajiban yang dipengaruhi oleh nilai menghargai tradisi dalam perwujudan konsep
Panca ddnyadalam budaya Bali.Budaya berpengaruh terhadap keefektifan kerjasama karena
mendasari perilaku aktor-aktor kerjasama yang terlibat di dalamnya. Bali merupakan wilayah
dengan keunikan budaya, nilai-nilai budaya Bali yang diterapkan oleh masyarakat Bali dalam
kehidupan sehari-hari turut mempengaruhi proses kerjasama yang dilakukan.Perencana dapat
menjadikan hasil studi ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan mengenai kelembagaan
kerjasama antardaerah untuk mendukung pengembangan wilayah dan kota.

Kata-kunci :kerjasama antardaerah, budaya, pajak hotel dan restoran

1. Pendahuluan distribusi pajak hotel dan pajak restoran (PHR)
Dewasa ini, otonomi daerah disalahgunakaantarpemerintah daerah di Provinsi Bali. Keefektifan
sebagai oleh pemerintah lokal yang menganggap dkérjasama distribusi PHR di Bali telah diteliti
mereka penguasa di wilayahnya sendiri. Egoismeebelumnya oleh Katherina (2011) melalui studi
lokal pada pemerintah daerah tersebuEfektivitas Kerjasama Distribusi Pajak Hotel dan Pajak
berdampakpada peningkatan fragmentafestoran Antarpemerintah Daerah Untuk
pembangunan dan disparitas antardaerah (Firmd@engembangawilayah Provinsi Bali. Keefektifan
2010 dan Prud’Homme, 1995). Untuk mengatasi kedeerjasama dilihat dari indikator tercapainya tujuan
permasalahan tersebut, salah satunya adalah denpamsama yaitu pengurangan ketimpangan
melakukan kerjasama antardaerah (Firman, 2010 dpandapatan antardaerah dan peningkatan aktivitas
Tarigan, 2009)Terdapat berbagai macam kerjasamaariwisata di Bali (Katherina, 2011).
antardaerah di Indonesia, baik yang kurang berhasil Masyarakat Bali dapat dikatakan homogen
maupun yang berhasil. Salah satu kerjasama yakgrena 83% masyarakatnya meng&gama Hindu
berhasil dilakukan di Indonesia adalah kerjasamsehingga budaya Bali d&gama Hindu sulit untuk
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dipisahkan (Kepala Bagian Nilai-Nilai Tradisi Provinsisuatu kondisi (Hofstede et al., 2010).Nilai-nilai inilah
Bali, 2013). Oleh karena itu, bagaimana budaygang menjadi dasar komponen budayamenurut
mempengaruhi keefektifan distribusi pajak hotel daHofstede (1994) dan Hofstede et al. (2010).
restoran antarpemerintah daerah di Bali menarik untuk  Komponen yang pertama adalgower
ditelusuri lebih lanjut. distance Power distancefokus pada derajat
Studi ini bersifat eksplanatori yang bertujuarketidaksamaan dalam masyarakat atau distribusi
untuk mengetahui pengaruh komponen budayigkat kekuasaan antara superior dan subordinat.
terhadap keefektifan kerjasama distribusi PHRada kelompok masyarakat yang memipkiwver
antarpemerintah daerah di Provinsi Bali. Dalandistancetinggi, terdapat hierarki organisasi yang
rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini secasangat jelas terlihatdp-dowr). Sebaliknya, pada
spesifik menetapkan dua sasaran, yaitmasyarakat yang memilikiower distanceendah,
mengidentifikasi komponen budaya Bali darstruktur organisasinya cenderung datar dengan
hubungan antara komponen budaya Bali deng&ekuasaan yang didistribusikan hampir merata
keefektifan kerjasama distribusi PHR antarpemerintafivottom-up).

daerah di Provinsi Bali Komponen kolektivisme-individualisme melihat
pandangan individu dalam menghargai diri mereka
2.  Metode serta kelompok dimana individu tersebut berada. Nilai

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifindividualisme mengindikasikan masyarakat yang
dengan pendekatan studi kasus tunggal karefebih menghargai aktualisasi dan karir diri sendiri,
budaya adalah sesuatu yang unik dan berbedas#éidangkan masyarakat yang memiliki nilai
setiap wilayah begitu juga dengan kerjasama yanmlektivisme akan lebih menghargai kepentingan
dilakukan pemerintah daerah di Bali. Metode yangelompok dan loyalitas yang tinggi.
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Komponen feminitas-maskulinitas fokus pada
deskriptif untuk mengetahui komponen budaya BaBudut pandang dalam kelompok masyarakat, yaitu
dan analisis isi untuk mengetahui komponen budaye@cenderungan sifat feminin dan maskulin. Sifat
kerjasama dan hubungan antara keduanya. Dengaminin pada masyarakat diwakili oleh preferensi pada
mengetahui hubungan antara budaya Bali dawalitas hidup, kerjasama, rendah hati, dan peduli
budaya kerjasama, maka dapat diidentifikadingkungan dan sesama, sedangkan sifat maskulin
pengaruh budaya terhadap keefektifan kerjasamamewakili masyarakat yang umumnya bersifat agresif

Pengumpulan data dalam studi initerhadap prestasi, ambisius, tegas, dan imbalan materi
menggunakan terdiri atas pengumpulan data primantuk kesuksesan.
dan sekundeiPengumpulan data primer dilakukan Komponeruncertainty avoidance-uncertainty
dengan metode wawancara mendalam secara seronfrontationfokus pada sikap masyarakat dalam
terstruktur dengan aktor kunci kerjasama damenghadapi ketidakpastian. Masyarakat yang
budayawan BaliSnowballdan obervasi tidak memiliki komponenuncertainty avoidancakan
terstruktur dilakukan sebagai bentuk trianguladerlihat dari kepercayaan tinggi pada sebuah prinsip,
antar aktor dan sumber data demi kesahihan dagtruktur hukum yang kompleks atawe-oriented.
Pengumpulan data sekuder dilakukan dengan meto8edangkan masyakarat dengan komponen
survey ke instansi untuk mendapatkan peraturamcertainty confrontatiosenderung terbuka dalam

atau dokumen lainnya terkait kerjasama. menghadapi ketidakpastian, memiliki sikap yang
santai dan berpandangan praktik lebih penting
2.1TinjauanTeori dibandingkan prinsip.

Budaya adalah hasil cipta, karsa, dan rasayang Komponen yang terakhir adaldbng term
membedakan antar kelompok  sosiabrientation- short term orientatiopang fokus pada
(Koentjaraningrat, 1996 dan Hofstede et al.,2010¢ara pandang masyarakat dalam organisasi terhadap
Budaya memiliki beberapa manifestasi atau wujudvaktu.Long-term orientatioomnemandang kebajikan
Studi ini fokus pada wujud budaya sebagai karerfaarus dibina agar di masa yang akan datang
nilai mendasari perwujudan budaya yang lainnymendapatkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya,
atau merupakan level budaya yang paling daskai  masyarakat yang memiliki cara pandahgrt-term
adalah kecenderungan atau preferensi terhadapentationmembina kebajikan yang berhubungan
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dengan masa lalu dan saat ini, contohnya masyarakiigebut Pancdadnya (Bagus, 197 Website Resmi
yang taat pada tradisi. Berdasarkan definigProvinsi Bali, 2010a), yaitu persembahan kepada
komponen di atas serta dukungan teori, didapatkdiuhan umat hindu, Ida Sang Hyawjdhi Wasa,
indikator untuk mengidentifikasi budaya kerjasamapenghormatan kepada leluhpenghormatan kepada
para pemuka agama, menghargai diri sendiri, serta
sumber daya alam semesta.

Umat Hindu mengenal empat macam hukum
Hindu yang dapat berupa aturan atau kebiasaan
tertentu yang dapat disebut juga hukum adat Bali
yaituCatur Dresta(Kepala Bagian Nilai-nilai Tradisi
Provinsi Bali, 2013) yang terdiri atBsirwa Dresta
Desa Dresta, Loka DrestdanSastra Dresta

Tabel Lindikator Komponen Budaya Kerjasama

Komponen Indikator

Power Distance Stuktur Organisasi
Proses Pengambilah

Keputusan

Kolektivime-

Individualisme
Feminitas-Maskulinitas

Prioritas Kepentingah

Keberadaan Konflik

Penyelesaian Konfli

Purwa Drestamerupakan aturan masyarakat
dari zaman ke zaman atau secara turun tembDesg

Drestamerupakan peraturan yang diterapkan dalam
lingkup desa pakramatoka Drestamerupakan
peraturan yang diterapkan dalam lingkup yang lebih
luas dibandingkan deng&resa Drestacontohnya
banjar; dan Sastra Dresta yang merupakan peraturan
yang bersumber dari sastra atau pustaka agama yang
mengacu pada kitab sudleda.
Sumber: Hofstede, 1994; Hofstede et al. (2010); Organisasi sosial dalam masyarakat Bali
Analisis, 2013 merupakan hal yang esensial dan memiliki bentuk
yang beragam.Beberapa organisasi sosial dalam
masyarakat Bali adalah banjsubak, seka, dan lain-
lain.Banjar adalah diferensiasi kesatuan-kesatuan
. adat dalam desa adat di Bali.Sifat keanggotaan banjar
3.1. Gambaran Umum Budaya Bali dan Proses tjgak tertutup dan terbatas kepada orang-orang asli
Kerjasama yang lahir dalam banjar tersebut.Banjar memiliki
Gambaran umum yang akan dipaparkan melipWistem hukum sendiri yang hanya berlaku di
budaya Bali dilihat dari dua unssistem religi dan lingkungan banjar tertentu yang disebut disebut
organisasi sosial, serta kerjasama distribusi PHR QWig—awigSubak adalah organisasi berbasis irigasi
Bali. Sebanyak 83% masyarakat Bali berupa Um%rtanian.vwga subak adalah para pemilik atau
Hindu Dharma.€rdapat beberapa konsep ajara’ﬂ)enggarap sawah yang menerima air irigasi dari
dalam agama Hindu Dharma, diantaranya adaiah bendungan-bendungan yang diurus oleh suatu
Hita Karana Panca ¥dnya dan sebagainya.Dalam g pak. Organisasi subak dibedakan dari banjar karena
agama Hindu terdapat ajaran untuk menjaggrkadang warga suatu subak berbeda dengan warga
kelestarian dan keharmonisan kehidupan manu%njar atau tidak semua pemilik atau penggarap
dengan alam. Filosofi tersebut dikenal dengan namawan hidup dalam satu banjar atau wilagaka
Tri Hita Karana atau tiga jalan menuju agajah organisasi dalam menyelenggarakan upacara-
kesempurnaan hidup @lisite Resmi Provinsi Bali, upacara yang berkenaan dengan desa, misséiya
2010a), yaitu (1) hubungan manusia dengan Tuhaggris (perkumpulan tari baris)seka truna
(2) hubungan manusia dengan lingkungan alam, d?ﬂerkumpulan para pemuda)seka gong
(3) hubungan manusia dengan sesama manusigerkumpulan gamelan), dan lain-lain.Selain itu, di
Pelaksanaan berbagai bentuk upacara persembalpgy; terdapat tradisi yang disebaguopin atau
dan pemujaan oleh umat Hindu diseatinya atau gotong royong antar organisasi sosial.
pengorbanan suci dalam berbagai bentuk atas dasar Masyarakat Bali menganut sistem patrilineal dan
nurani yang tulus.Filosofi Tri Hita Karana turutmemiliki stratifikasi sosial yang disebut kasta. Sistem
mendasari persembahan dan pemujaan inigsta yang dimaksud adal@mahman (pendeta),
Pelaksanaalvadnya terdiri atas lima bagian yangkshatriya (prajurit dan pemerintah)yaishya

Dasar Hukum
Kerjasama
Bentuk Sanksi
Keberadaan Sanks
Frekuensi Evaluasi

UncertaintyAvoidance-
Uncertainty Confrontatidn

Long-term Orientation-
Short-term Orientation

3. Hasildan Pembahasan
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(pedagang), dasudra(pelayan) (Kokog, 2011). tahun 1951, hukum kasta tidak pernah dijalankan lagi
Sistem kasta hanya berpengaruh pada perkawinatan pada saat ini perkawinan campuran antar-kasta
aktivitas lain seperti hirarki di lingkungan pekerjaarsudah banyak dilaksanakan (Bagus, 1971). Berikut
tidak dipengaruhi oleh sistem kasta (Kepala Bagiaadalah perkembangan proses kerjasama yang dapat
Nilai-nilai Tradisi Provinsi Bali, 2013). Namun, sejakdilihat pada tabel 2

Tabel 2. Perkembangan RisesKerjasama

No

Tahun

Peristiwa

Konteks

1

1972

Diinisiasinya kerjasama distribusi

Kebijakan pembangunan tourist resort di Bali

PHR antarpemerintah daerah melalBelatan berdampak pada kesenjangan antardaerah.

SK DPRD Kab. Badung No.46/
DPRD/1972

Pariwisata Bali merupakan pariwisata budaya y
mencakup seluruh wilayah Provinsi Bali.

ang

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem distripusi

pajak hotel dan restoran

1989

Perubahan dasar hukum dari
SK DPRD Kab. Badung
No0.46/DPRD/1972 menjadi Kepu-
tusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat | Bali No. 166ahun 1989

Dalam keputusan gubernuiitetapkan ketentug

n

penggunaan dana yaitu 45% untuk biaya belanja

rutin dan 55% untuk biaya belanja pembangu
sesuai belanja prioritas

2001

Perubahan dasar hukum KeputusaBitetapkannya UU No. 2Pahun 1999 tentang

Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Bali No. 166Tahun 1989 menjadi
Keputusan Gubernur Bali No. 67
Tahun 2001

nan

Pemerintahan Daerah yang menetapkan sistem

otonomi daerahlTerdapat perubahan pola

pembagian dana karena provinsi turut menjafi

pihak penerima dana untuk kepentingan pariwisata

secara keseluruhan. Ditetapkannya kriteria

pembagian dana antarkabupaten penerima agar

distribusi dilakukan lebih adil dan merata.
Kabupaten Gianyar tidak menerima dana lagi
karena pengelolaan dan pengembangan

pariwisatanya sudah dianggap stabil serta Klota
Denpasar turut memberikan 10% dari pajak hptel

dan restoran kepada kabupaten lain

2003

Rapat pembentukan MoU kerjasamBengurangan persentase pembagian dana dari
Kabupaten Badung karena pembangunan yang

dilakukan Kabupaten Badung serta tidak
giikusertakannya Provinsi sebagai pihak pene
ana.

2003

Perubahan menjadi Keputusan
Gubernur Bali Nomor 1®ahun 2003

ima

Mou kerjasama ditetapkan yang menjadi dasgr

keputusan gubernur inferdapat perincian
persentase pembagian pajak hotel dan restd
untuk setiap kabupaten penerima serta mekar

ran
Isme

gertanggungjawa an berupa laporan penggupaan

ana

2009

Rapat pembaruan MoU kerjasama

Perubahan persentase besar dana distribus
Kabupaten Badung menjadinge15-22%

tergantung dari kebutuhan biaya pembangupan

yang dilakukan Kabupaten Badung. Pengatu
engbgunaan dana menjadi lebih rinci. Provinsi
embali mendapat dana distribusi untuk
kepentingan promosi bersama. Perubahan
proporsi penggunaan dana bagi kabupaten
penerima

ran
Bali

2009

Perubahan menjadi Keputusan
Gubernur Bali Nomor 286/01-F/HK
2009

MoU kerjasama berubah yang menjadi dasat
keputusan gubernur ini

Sumber: Peraturan terkait kerjasama PHR dan Analisis, 2013

136



Siti Alifah Dina, dkk. : Pengaruh Budaya terhadap Kerjasama Pengembangan Wilayah.....

3.2Analisis Komponen Budaya Bali hubungan manusia dengan alam dan sesama
Analisis komponen budaya Bali dilakukanmanusia dalam masyarakat Bali merupakan indikasi
dengan mengidentifikasi budaya dalam manifestangginya komponen feminitas dalam budaya Bali.
nilai.ldentifikasi nilai-nilai dilakukan dengan meneliti Masyarakat Bali mempercayai adanya hukum
konsep budaya Bali yang terdapat dalam dua unskarma, yaitu hukum dimana apa yang kita perbuat
budaya Bali, yaitu organisasi sosial dan sistererhadap orang lain akan kembali lagi kepada kita.
religi.Setelah mengidentifikasi nilai-nilai, kemudianNilai yang terdapat dalam kons&p Hita Karana
diidentifikasi komponen budaya Bali sesuai definisdan karma dalam adat Bali adalah saling menghargai
komponen budaya menurut Hofstede (1994) daantar sesama manusia dan timbal balik jangka
Hofstede et al. (2010).Budaya berorganisasi pageendek.Sistem kasta yang menunjukkan adanya
masyarakat Bali diwujudkan melalui organisasihirarki sosial berkaitan dengan tingginpawer
organisasi sosial yang ada pada tatanan budagistance Distribusi kekuasaan pagawer distance
Bali.Organisasi sosial dalam adat Bali telah melebwetara dengan distribusi strata sosial pada sistem
ke dalam kehidupan masyarakat Bali sejak merellasta. Namun, sistem kasta yang terdapat dalam
lahir, contohnya hidup di lingkungan banjar adaBudaya Bali tidak melebur ke semua elemen
tertentu. Oleh karena itu, nilai kebersamaan akamehidupan.Dalam dunia profesional, sistem kasta
tumbuh dan muncul dalam diri individu Bali. Nilai tidak dipermasalahkan.
kebersamaan mengindikasikan tingginya komponen Catur Drestamenunjukkan adanya basis dalam
kolektivisme.Tradisinguopinyang ada dalam masyarakat Bali untuk menghindari ketidakpastian
organisasi sosialadalah tradisi saling membantu atatau hal yang tidak diinginkan.Meskipun bukan
bergotong royong antar unit masyarakat Bali, bismerupakan hukum formal, namun peraturan tersebut
berupa keluarga maupun banjar adat, dalam upacangngikat masyarakat Bali yang sebagian besar
keagamaan. Masyarakat Bali memiliki homogenitamenganutAgama Hindu.Masyarakat Bali yang
religi yang cukup tinggi jika dibandingkan daerahtergabung ke dalam suatu banjar memiliki aturan yang
lain di Indonesia, yaitu sebagian besar masyarakdisebutawig-awigAwig-awig merupakan hukum
Bali merupakan umat Hindu. Nilai yang tercerminadat yang berlaku di suatu wilayah tertentu yang
dalam konsep nguopin adalah tenggang rasa dsrmasuk Loka Dresta.Nilai yang tercermin dalam
peduli sesama. konsep Catur Dresta dan awig-awig adalah mematuhi
PengarulAgama Hindu terhadap komponenaturan dan terikat pada suatu sistem.Oleh karenaitu,
budaya Bali ditelusuri berdasarkan beberapa konsgpmponenuncertainty avoidancenerupakan
dalamAgama Hindu, yaitiPanca ¥dnya Tri Hita  komponen budaya Bali.
Karana, sistem kasta, da@atur DrestaMasyarakat Berdasarkan penelusuran yang dilakukan
Bali merupakan masyarakat yang taat pada tradigrhadap budaya Bali, didapatkan komponen budaya
atau kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankd@ali yaitu power distanceyang rendah, kolektif,
(Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringaigminin, menghindari ketidakpastian, serta
2013). Ketaatan terhadap tradisi berkaitan dengdrerorientasi pada jangka pendek.
konsep pemujaan dan pengorbanan dagama
Hindu yaitu Panca ddnyaBeberapa perwujudan 3.3.Analisis Pengaruh Komponen Budaya tenadap
yadnya diantaranya adalah pawajoh-ogoh Keefektifan Kerjasama
menjelang nyepi, upacara potong gigi, dan lain-  Analisis hubungan antara komponen budaya
lain.Nilai yang tercermin dalam konsep Paviadnya Bali dengan keefektifan kerjasama distribusi PHR
adalah menghargai tradisi atau ajaran nenek moyaagtarpemerintah daerah di Provinsi Bali dilakukan
yang mengindikasikan adanya komposkart-term dengan terlebih dahulu menelusuri komponen
orientationDua konsep dalam Tri Hita Karana, yaitubudaya kerjasama berdasarkan komponen budaya
hubungan manusia dengan lingkungan damenurut Hofstede (1994) dan Hofstede et al. (2010).
hubungan manusia dengan sesama manus$etelah diidentifikasi komponen budaya kerjasama,
berkaitan erat dengan komponen feminitasakan ditelusuri hubungan antara komponen budaya
Komponen feminitas ditunjukkan dengan nilai pedulBali dengan budaya kerjasama terhadap keefektifan
sesama, cinta lingkungan, dan memilih negosiakerjasama distribusi PHR di Bafinalisis komponen
dibandingkan kekuatan hirarkis dalam resolushudaya kgasama dapat dilihat padabel 3.
masalah (Hofstede et al., 2010). Harmonisasi
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Tabel 3. Analisis Komponen Budaya Kerjasama

Komponen
No | Komponen Indikator Analisis Budaya
Kerjasama
1 | Power Distance | Struktur Organisasi Pemberi dana, penerima dana,| Power
dan fasilitator memiliki distance
struktur yang setara rendah
2 Proses Pengambilan Proses pengambilan keputusah Power
Keputusan dilakukan melalui musyawarah,| distance
negosiasi, atau rapat rendah
3 | Kolektivisme- Prioritas Kepentingan Penentuan kriteria pembagian | Kolektivisme
Individualisme dana secara musyawarah yang

menunjukkan tidak adanya
prioritas kepentingan

4 Keberadaan Konflik Tidak ada konflik dalam proses| Kolektivisme
kerjasama yang disebabkan
proses pengambilan keputusa
secarabottom-up

-

5 | Feminitas- Penyelesaian Konflik Penyelesaian konflik berupa Feminitas
Maskulinitas mediasi oleh provinsi
6 | Uncertainty Dasar Kekuatan | Dasar hukum kerjasama berupa Uncertainty
Avoidance- Hukum Dasar keputusan gubernur yang Avoidance
Uncertainty Kerjasamd _Hukum bersifat menetapkan
Confrontation Penggunaah Penggunaan dana diatur secafa
Dana jelas dalam dasar hukum Uncertainty
kerjasama Avoidance
7 Bentuk sanksi Bentuk sanksi berupa penundaddncertainty
pencairan dana dijelaskan secir&voidance
rinci dalam dasar hukum
kerjasama
8 | Long-term KeberadaaNisi Tidak adanya visi, rencana Short-term
orientation- jangka panjang, atau target
Short-term sejak kerjasama ini dimulai pad@ Orientation
orientation tahun 1972
9 Proses Frekuensi| Frekuensievaluasidilakukan | Short-term
Kerjasama Evaluasi sesuai kewajiban yaitu 1-4x Orientation

setahun melalui rapAPBD
dan laporan penggunaan dana

Sumber: Analisis, 2013

Berdasarkarrabel 3, dapat dilihat bahwa Setelah dilakukan analisis komponen budaya
komponen budaya kerjasama dalam distribusi pajdali dan budaya kerjasama, kedua komponen budaya
hotel dan pajak restoran antarpemerintah daerahtdrsebut akan dibandingkan dengan proposisi untuk
Provinsi Bali adalah memilikhower distancgang melihat hubungan antara keduanya. Perbandingan
rendah atau distribusi kekuasaan yang meratkymponen budaya Bali dan budaya kerjasama dapat
bersifat kolektif, feminin, menghindari ketidakpastiandilihat padarabel 4.
serta berorientasi jangka pendek. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa
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budaya Bali memiliki komponen yang sama dengan  Proposisi terhadap komponpower distance
budaya kerjasama, yaipwer distancgang rendah terpenuhi, yaitupower distanceyang rendah
atau distribusi kekuasaan yang hampir merata, bersifaendukung keefektifan kerjasama antardaerah di Bali
kolektif, feminin, bersikap menghindari karena baik komponen budaya Bali maupun budaya
ketidakpastian, serta berorientasi jangka pendekerjasama memilikpower distanceyang rendah.
Melihat pola kesamaan komponen tersebut, makédak adanya hirarki kekuasaan yang mempaater
dapat diindikasikan bahwa budaya Bali mendasadistancedalam kerjasama menjadi rendah turut
budaya kerjasama sehingga mempengaruldipengaruhi oleh budaya kasta. Budaya kasta hanya
keefektifan kerjasama distribusi pajak hotel daberlaku dalam adat perkawinan, tidak melebur ke
restoran. Untuk melihat kaitannya dengamalam dunia profesional sehingga mendukung
keefektifan kerjasama, berikut akan dilakukanerdistribusinya kekuasaan secara merata dalam
penelusuran komponen budaya terhadap proposkgrjasama distribusi pajak hotel dan restoran di Bali.
yang telah dibangun sebelumnya.

Tabel 4. Perbandingan Komponen Budaya Bali dan Budaya Kerjasama terhadap Keefektifan kerjasama

Distribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

No

Komponen Budaya
Hofstede

Proposisi

Komponen
Budaya Balli

Komponen
Budaya
Kerjasama

Power Distance

Komponenpower distance/ang
rendah mengindikasikan tingkat
kekuasaan yang hampir merata

di setiap pihak yang melakukan
kerjasama sehingga cenderung
mendukung keefektifan kerjasama
(Eeiock, 2008)

Power distance
rendah

Power
distance
rendah

Kolektivisme-
Individualisme

Komponen kolektivisme mengindikasik
aktor kerjasama akan lebih mengharga
kepentingan kelompok dibandingkan
kepentingannya sendiri sehingga
cenderung mendukung keefektifan
kerjasama (Feiock, 2008)

piKolektivisme

Kolektivisme

Feminitas-
Maskulinitas

Komponen feminitas mengindikasikan
sudut pandang aktor kerjasama yang
memiliki preferensi pada kooperasi dan
kepedulian terhadap sesama sehingg
cenderung mendukung keefektifan
kerjasama (Keban, 2005)

Feminitas

-

Feminitas

Uncettainty Avol-
dance- Uncertaint
Confrontation

Komponenuncertainty avoidance
ymengindikasikan sistem kerjasama yar
teratur dan memiliki mekanisme yang
jelas sehingga cenderung mendukung
keefektifan kerjasama (Keban, 2005)

Uncertainty
dAvoidance

Uncertainty
Avoidance

Long-term Orien-
tation- Short-term
Orientation

Komponenlong-term orientation
mengindikasikan proses kerjasama ya
memiliki orientasi keadaan ideal di mas
depan sehingga cenderung menduku
kerjasama (Keban,2005)

Short-term
n@rientation
3|

9

Short-term
Orientation

Sumber: Analisis, 2013
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Proposisi pada komponen kolektivisme-4. Simpulan dan Saran
individualisme terpenuhi karena komponen budaya Berdasarkan analisis yang dilakukan,
Bali dan kerjasama merupakan kolektivisme.Niladidapatkan temuan studi berupa indikasi perubahan
kolektif dalam kerjasama ini turut dipengaruhi oletkomponen orientasi terhadap waktu dari jangka
adanya organisasi sosial yang seperti banjar dpendek menjadi jangka panjang.Kerjasama yang telah
seka dalam kehidupan masyarakat Bali.Organisasérlangsung sejak tahun 1972 ini tidak memiliki visi,
sosial menanamkan nilai kebersamaan padarget, atau rencana jangka panjang. Namun,
masyarakat Bali sehingga mendukung tercapainyéabupaten Badung selaku pemberi dana dengan
tujuan bersama dalam kerjasama distribusi pajak hofebrsi yang besamenginginkan adanya visi dalam
dan restoran di Bali. proses kerjasama.

Proposisi pada komponen feminitas- Analisis komponen budaya Bali dilakukan
maskulinitas, yaitu komponen feminitas cenderungerdasarkan studi literatur dan transkrip wawancara
mendukung keefektifan kerjasama, terpenuhi karenarhadap lima komponen budaya oleh Hofstede
komponen budaya Bali dan kerjasama memiliki sifatl994) dan Hofstede et al. (2010). Budaya Bali memiliki
feminin.Komponen feminitas dalam kerjasama inkomponenpower distanceyang rendah, bersifat
turut dipengaruhi oleh kons@&gama Hindu seperti kolektif, feminin, uncertainty avoidanceserta
Tri Hita Karana yang menanamkan nilai tenggangoerorientasi jangka pendek. Rendahnya komponen
rasa dan peduli sesama. Konsep-konsep terselpatver distancalipengaruhi oleh tidak meleburnya
menanamkan nilai saling menghargai satu sama lasistem kasta dalam dunia profesional. Organisasi
pada masyarakat Bali sehingga mendukungpsial seperti seka dan subak mempengaruhi adanya
kerjasama distribusi pajak hotel dan restoran di Bakomponen kolektivismeAgama Hindu memiliki

Proposisi pada komponenncertainty ajaranTri Hita Karana, atau hubungan terhadap
avoidance-uncertainty confrontationyaitu Tuhan, lingkungan, dan sesama manusia yang
komponenuncertainty avoidanceenderung mendasari komponen feminita€atur Dresta
mendukung keefektifan kerjasama, terpenuhi karemaerupakan empat aturan yang mendasari adanya sifat
komponen budaya Bali dan kerjasama memilikincertainty avoidancesedangkan konsep karma
komponeruncertainty avoidancatau menghindari dan nilai menaati tradisi atau Pan¥adnya
ketidakpastian.Adanya komponamcertainty mendasari adanya komporsrort-term orientation
avoidancedalam kerjasama ini turut dipengaruhidalam masyarakat Bali.Budaya berperan penting
oleh aturancatur drestadan awig-awig dalam terhadap keefektifan kerjasama karena mendasari
kehidupan masyarakat Bali.Konsep-konsep tersebpérilaku aktor-aktor kerjasama yang terlibat di
menanamkan nilai taat terhadap aturan padilamnya. Bali merupakan wilayah dengan keunikan
masyarakat Bali. budaya, nilai-nilai budaya Bali yang diterapkan oleh

Berdasarkan analisis komponen budayanasyarakat Bali dalam kehidupan sehari-hari turut
budaya Bali dan budaya kerjasama memilikmempengaruhi proses kerjasama yang dilakukan.
komponen yang sama yaghort-term orientation Rekomendasi terkait penelusuran pengaruh
Orientasi jangka pendek dalam kerjasama turiudaya terhadap keefektifan kerjasama distribusi
dipengaruhi oleh budaya Bali beryp@nca yadnya pajak hotel dan restoran di Bali dapat menjadi contoh
atau upacara persembahan yang telah menjadi tradiaigi kerjasama lainnya terutama di daerah yang
dan hukum karma yang memiliki nilai timbal balikmemiliki budaya kental dan bagi pemerintah pusat
jangka pendek.Namun komponen tersebut berbetikait kebijakan kerjasama antardaerah. Rekomendasi
dengan proposisi yang dibangun yaitu komponelagi kerjasama antardaerah lainnya adalah sebaiknya
long-term orientationcenderung mendukung menyetarakan distribusi kekuasaan serta
kerjasama.Studi mengenai keefektifan kerjasantaemperkecil kemungkinan terjadinya hal yang tidak
distribusi pajak hotel dan restoran telah dilakukadiinginkan dalam kerjasama.
sebelumnya sehingga didapatkan bahwa komponen Rekomendasi bagi pemerintah pusat adalah
yang mendukung kerjasama distribusi PHR bukagiengan meninjau kembali beberapa kebijakan terkait
merupakan komponelong-term orientation kerjasama antardaerah. Dalam Permendagri No. 22
melainkarshort-term orientation Tahun 2009, terdapat contoh bentuk atau model
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kerjasama antar daerah tetapi tidak ada klasifikakKamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. 2013
yang sesuai untuk model kerjasama seperR’
pembagian pajak hotel dan restoran di Bali ini. Model
kerjasama pembagian pajak seperti di Provinsi Bali
seharusnya menjadi salah satu model alternatif
kerjasama antardaerah terutama bagi daerah yang
memiliki kepentingan bersama yang mengikat dengan
dasar budaya. Rekomendasi bagi Provinsi Bali serebanY. T. 2005. Kerjasamantarpemerintah Daerah
kabupaten dan kota yang melakukan kerja sama Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, dan
adalah menetapkan visi, target, atau rencana dalam Prinsip. Perencanaan Pembangunan,(QB),
kerjasama. Meskipun dengan budaya orientasi 34-43.

jangka pendek kgr!asarna telah efgkﬂf, namu%eputusan Gubernur Bali Nomor 286/01-F/HK/2009.
berdasarkan analisis, ditemukan keinginan ole

kabupaten pemberi dana akan keberadaan visi, targé@entjaraningrat. 199&engantaintropologi(Vol.
atau rencana untuk mengevaluasi pencapaian 1).Jakarta: Rineka Cipta.

kerjasama secara lebih terukur
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